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BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR ﬁ% TAHUN 2019

NTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUNA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan
mewujudkan kinerja yang optimal pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Muna, maka dipandang perlu menyusun Standar
Operasional Prosedur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Operasional Prosedur pada Sekretariat Daerah Kabupaten Muna;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 19359 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat IT di Sulawesi {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679});
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 649);



'l

Menetapkan

v/

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang

10.

Standar Operasional Prosedur di Lingkungan P'emermtah 2(32;1;1
Kabupaten/Kota {Berita Negara Republik Indonesia Tahun

704);
gggf\iran )Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3.5 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna
(Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6);
Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Muna.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPAT! TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUNA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
Bupati adalah Bupati Muna.

1.
2.

(1)

{2)

Standar adalah suatu usaha memberikan ukuran yang dianggap baik dan sesuai bagi

pemakai.

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP, adalah serangkaian

instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan kegiatan

dan/atau aktivitas yang bersifat rutin dan berulang-ulang bagaimana dan kapan harus
dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

BAB 1I
STANDAR OPERASIONAIL PROSEDUR

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan SOP pada Sekretariat Daerah Kabupaten

Muna.

SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran 1 - XII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menjadi pedoman pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Muna.



BAB I
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha

Diundangkan di Raha

pada tanggal Q NE3E MR 2019
Pj. SE TARIS DAERAH,

[ BASA
BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2019 NOMOR
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Pelaksana Mutu Baku
Kepala Sub Pejabat Yang
No. Kegiatan Kapala Bagian Tata : Memaraf! Biro Organisasi Persyaratan/
Pemerintshan m.a_w_. oﬁzoa_ Baglan Umnum Menandatangani Provinsi Pengadministras! Kelengkapan Waktu Output Ket
aera Surat Tugasf SPPD .
: X SPM OPD
Kepala Sub Bagian Otonomi om&mz SPPD yang Kabupaten Muna
melaporkan kepada Kepala Bagian ditandatangani Biro dengan baik.
Tata Pemerintahan bahwa SPM OPD QOrganisasi, ]
5. [Kabupaten Muna telah diterima di Dokumen SPM 10 menit

Provinsi dan Staf melakukan arsip OPD Kabupaten
Dokumen SPM OPD Kabupaten ﬁU Muna, lemari arsip.
Muna.
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PARAF KOORDINASI
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Pelaksana Mutu Baku
Penyusun Bshan
Kapaia Kepala Sub
Pembinaan L Para Pejabat yang| Pelaksana Ket.
Keglatan Bagian mnaz.“:,m_. na Lembage to:nﬂ_:_””__“-:i Memaraf/ Pelatihan |Parsyaratan/ Kelengkapan} Wakty Output
_Ao.u_n__sﬂu- s __“_E I Pengembangan Menandatangani | Guru Mengaji
n Rakys piritua Tilawatil Guran
SK Kegiatan Pelatihan Guru Telah terlaksananya
) . Mengaji, belanja hibah kegiatan dan membuat
Petaksanaan Pelatihan Guru Menga, sarana pendidikan telah 2hari  |laporan Kegiatan Pelatihan
belanja hibah sarana pendidikan. >{ ) |diparaf dan ditandatangani Guru Mengaji, belanja hibah
pimpinan, daftar hadir. sarana pendidikan,
B 1 MUN
L. AN EMBA




Pelaksana Mutu Baku
Analis Produk
Kepala Sub Hukum/
Neo. Kegiatan Kepala M“u:s Pengadministrasi Para Pejabat yang Ket.
Bagian P Memaraf/ Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output
Hukum 'erundang-  Data Peraturan Menandatangani
Undangan Perundang -
Undangan

Analis Produk Hukum menerima hasil koreksian
dar Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Hasil kareksi iaporan Kegiatan . tLaporan Siap untuk diparaf

5. . e 25 menit ) ;
serta memantapkan kembali penyusunan Sosialisasi Pearturan Daerah. dan ditandatangani.
Laporan kegiatan Sosialisast Peraturan Daerah; V__ _
Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Para Pejabat yang
memberikan t.aporan kegiatan Sosialisasi Memaraf/

g |Peraturan Daerah untuk diparaf oleh Kepala { Laporan Kegiatan Sosialisasi Peatturan| o . 1Dokumen telah diparaf dan  {Menandatangani

" |Bagian Hukum dan diparaf serta ditandatangant Daerah. ditandatangani, (Asisten |, Sekda,

oleh pimpinan pejabat yang berwenang dan Waki Bupati,
dibeni stempel serta di arsipkan; Pl.F Bupati),
Pengadministrasi Data Peraturan Perundang -

2 Undangan menerima laporan kegiatan O Dokumen Laporan Kegiatan Sosialisasi 10 menit Teratanya dokumen arsip

" {Sosialisasi Peraturan Daerah untuk distempel Pearturan Daerah, Lemar arsip. kegiatan dengan baik.

dan arsipkan,
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Pelaksane Mutu Baku
Kepsla Sub Bagian| Pengolah Data/ | Para Pejabat yang Ket.
No. Keglatan w-xﬂz__” m-m.mﬂ: Evaluasl Kerla | Pengadministrasi Memaraf/ Mo n” _w. -.“ WH_“ Waktu Ouiput
glan Kerja Sama Sama Umum Menandatangani §
Kepala Sub Bagian Evaluasi Kerja Sama Para Pejabat yang
memberikan Laporan Evaluasi Kerfa Sama untuk . Memaraf! .
3 diparaf oleh Kepala Bagian Kerja Sama dan nmaém,._:ms._.%o«m: 20 menit Do_e_..:ms telah a_umi zmdmamﬁmzmma
" diparaf serta ditandatangani oleh pimpinan Evaluasi Kerja Sama dan ditandatangani. opw_m.ﬁmz l, mw.am_
pejabat yang berwenang dan diberi stempel serta 1 I< Wakil .m%mc.
di arsipkan; Bupati).
_ Dok | Tertatanya dokumen
7 Pengadministrasi Umum menerima Laporan - U umen laporan 10 menit Jarsip kegiatan dengan

Evaluasi Kerja Sama.

Evaluasi Kerja Sama

baik,
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Pengolah Data menerima hasil koreksian
dart Kepala Sub Bagian Pengendalian dan
Distribusi Ekonomi serta memantapkan
kerbali penyusunan administrasi koordinasi
pemantavan dan pengendalian inflasi
daerah;

{

Hasil koreksi administrasi

penyaiapan bahan kegiatan
koordinasi pemaniauan dan
pengsndaiian inflasi dasrah

25 menit

administrasi dan format
koordinasi pemantauan dan
pengendalian inflasi daerah
telah siap dan dapat
dilaksanakan kegiataannya

Kepala Sub Bagian Pengendalian dan
Distribusi Ekonomi menerima persiapan
administrasi koordinasi pemantauan dan
pengendalian inflasi dasrah unluk di
dilaksanakan koordinasi bersama Tim
Koordinasi Pemantauan dan Pengsndalian
Inflasi Daerah.

format koordinasi pemantauan
dan pengendalian inflasi daerah

1 Hari

SPPD dan surat fugas, format
koordinasi pemantauan dan
pengendalian inflasi daerah
telah ada, laporan kegiatan

PARAF KOORDINAS|

UNIT/SATUAN KERJA

PARAF/TGL

| SEZOA KAB_MUNA

Vi

ASISTEN

BAGIAN HUKUM

PENGELOLA

..... ba- otz




Pelaksana Mutu Baky
Kasubbag.
No. Kegiatan , Konsultan Kontraktor Pengendalian, Ket.
PPKIPPTK Tim PPHP Pengawas Pelaksana Evaluasi dan Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
Pslaporan
PPK/ PPTK menerima Dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Berita Acara Hasil . Dokumen Berita Acara Hasi!
8 ' ) : 5 menit ; .
" |Pekerjaan. Pemerilsaan Pekerjaan. Pemeniksaan Pekerjaan,
BUP, MUN
L.M. EMBA
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Polaksana Muts Baku
uLp
et
No. Kegistan Staf PAMKPA PPK LPSE Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
Kopala Sekretaris Pokja Pendukung
PA/PPK mensyahkan pemenang dan
%8 1opK menertiokan SPPBJ.
., {1 ()
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Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kabag. Sumber | Kasubbag. SDA | Penelaah Datz . Ket.
Daya Alam Energi dan Alr SDA OPD terkait Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
Kepala Bagian Sumber Daya Alam bersama
Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Sumber
5 Daya Alam Energi dan Air melaksanakan Hasil koreksi penyusunan laporan 25 menit Laporan Siap untuk diparaf
" {Koordinasi Dengan Organisasi Perangkat Sumber Daya Alam Energi dan Air dan ditandatangani.
Daerah tentang Sumber Daya Alam Energi dan I|VD VU
Air.
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Para Pejabat

- -
Memberikan
Parsf dan
Tandatangan
{Kepala
Para pejabat yang berwenang memberikkan oK Tonaca Honor da Telsh diparef dan ws.g
10. |paraf koordinasi pada SK Honor dan SK q%mm“m_m“am“_q " | 35menit [ditandatangani oleh x___em_
Pengabdi, dan tandatangan; Y _ Bupati. opa
HH_ Bagian
Urmium,
Asisten Iil,
Sekretaris
Daerah, Wakil
Bupati,
Bupati).
SK Honor distempel dan di nomor di Begian Telah diterima oleh
Hukum, di berikan ke Kepala Sub Bagian Tata - __ __u SK Tenaga Honor dan Tenaga Honor dan
11 Usaha Pimpinan, Staf Ahli, dan Kepegawaian Tenaga Pengabdi yang 10 menit Tenaga Pengabdi serta
" |dan membagikan ke Tenaga Haonor dan tetah ditandatangani arsip di Bagian Umum
Tenaga Pengabdi dan arsip Bagian Umum Bupati. Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah Kabupaten Muna. » I'ﬁ Kabupaten Muna.
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Pelaksana Mutu Baku
Tim Penyusun
Kepala xoh““-m_cu Standar Para Pejabat ;| Kementerian Pendayagunaan
No. Kegiatan Kompetensi | Yg Memaraf/ Aparatur Negara Dan Ket.
0 m-.__.__m-”g .Mw““ﬂ””_n_“n“: Jabatan Menandatang| Reformasi Birokrasi/Biro Persyaratan/ Kelengkapan Wakty Output
roa Kabupaten ani Organisasi Provinsi
Jabatan Muna
Kepala Bagian Organisasi menerima
Dokumen Laporan Standar Kompetensi
Jabatan Kabupaten Muna yang telah diparaf o
dan ditandatangani oleh pejabat terkait dan Dokumen Standar Mmu%_ _ﬂvc,.xm:, Do_.ﬂw__am :~
mengarahkan Kepala Sub Bagian Kompetensi Jabatan . andar Rompetensi . abalan
5 g 20 Menit  |Kabupaten Muna ke Biro
" |Kelsmbagaan dan Analisis Jabatan untuk Kabupaten Muna yang teiah Oragnisasi Provinsi d
seqgera di laporakan ke Biro Organisasi ! Y di paraf dan ditandatangan: Pu 9 i a8 Frovinsi gan
Provinsi dan Kementerian Pendayagunaar — T'V_ ] sa
Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi;
. ATK, g
Dokumen Standar Kompetensi Jabatan mhﬂ a_%ﬂmﬂ JM”“HMWNE:
Kabupatan Muna dievaluasi di bawa ke Biro A Kabupaten zwﬂm ang telah Telah diterima Dokumen
6. {Organisasi Provinsi dan Kementerian P yang 1 Minggu [Standar Kompetensi Jabatan

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi.

di paraf dan ditandatangani ,
soft copy file, SPPD, Surat
Tugas

Kabupaten Muna
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Standar Operasional Prosedur {SOP) Penyusunan Berita/Informas! Kegiatan Bupati
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Muna

Pelaksana Mutu Baku
Kepala Bagian .
No. Kegiatan Protoko! dan :ow”””_._ma_““w”u_m: Pengelola Parsyaratan/ Waktu o Ket.
Komunikasl . Dokumentasi Kelengkapan utput
. Pimpinan
Pimpinan
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Segera di
Pimpinan mengarahakan Kepala Sub Bagian U : laksanakan
o Jadwal kegiatan , ’ )

1. |Dekumentasi Pimpinan untuk mengecekk dan Bupati 15 Menit pengambilan berita
mengikuti kegiatan Bupati guna peliputan dan P dan disusun
penyusunan berita kegatan Bupati; beritanya
Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan , .

2. |mengarahan Pengelola Dokumentasi untuk V_ “ Data berita hasi Berta xm@_m.ﬁm:
manyusun berita perterintah daerah; peliputan/rekaman wzvml Hm_md a_mﬁ._ms._

baik kata 20 Menit mw”__wﬂwﬁwmmg
, , sambutanfkegiatan .
3 Pengelola Dokumentasi menyusun berita Y m%mma sostalfarsip/bahan
" |tentang kegiatan Bupati kehumasan/informasi
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Pelaksana

Mutu Baku

Kinerja Instansi Pemerintah {LAKIP)
Sekretariat Daerah ke pusat.

Sekretariat Daerah
Kabupaten Muna, jaringan
internet

Sekretariat Daerah
Kabupaten Muna Telah
terkirim secara on line

No. Kegiatan Kabag. Kasubbag, Tim Penyusunan Kementerian Pendayagunaan Ket.
Perencanaan Perencanaan LAKIP Setda | Analis LAKIP Aparatur Negara Dan Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
dan Keuangan Kab. Muna Reformasi Birokrasi
ATK, komputer, Soft cpy ]
Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja Dokumen Laporan OQ_EEm.z. _,muo.az. .
K I L . Akuntabilitas Kinerja Instansi
melakukan pengiriman peiaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP
4. |Penyusunan Laporan Akuntabilitas Pemerintah {LAKIP) 10 menit | oona { )
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